
GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPI,'NG
NOMOR 2E TIIHUN 2(,23

TENTANG

PENIIIGI(ATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAIIAN KUMUH DAN PERMUKIMAN
KUMUH YANG TERINTEGRASI

DENGN{ RAIIMAT TUI{AIT YANG MAIIA ESA

GUBERNUR LA}IPUNG,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan
permui<iman yang iayak huni ciaiam iingirungan yang sehat,
aman, serasi, dan teratur di Provinsi l,ampung, diperlukan
kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan;

b. bahwa berdasarkarr ketentuan huruf d ang)<a 2 Lampiran
IIndano-IIndang Nomor 23 Tahrrn 2()74 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir
dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan Penataan
dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh
dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima
belas) Ha;
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dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Peningkatan Kualitas terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang
Terintegrasi;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959
tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan,
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 8) Menjadi Undang-
Undang (l,embaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5188) telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan pemenntah penggantr Undang_
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan
Daerah (trmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587! sebagaimana telah dirrhah heherapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentatg Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101,
,Tr^*L^L^- I ^..1-^-^6 1\t^^^-^ D^-'-Ll:1. r-l^-^^:^ r\I^-^- trOOOlt-^-ruu<ar.ur rtuSo,r o, r\r?yLrl.,rrlr lrvlrrvr !,(JeJ,
sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
P--r'l-.liL lannr-c'i^ 'F4Lrrn OoOl \lnan; On Ta6h^L4n

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat
Nomor L4|PRTlMl2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
(uerita N egara Kepubiik lnctonesia I anun 2U IU Nomor r85);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O
Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O18
Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
T-,1^---;^ 'l'^L'.- /)nlfl \I^*^, I 1 I ?'ll.

I . Peraturar Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomen klatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2O2O tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2Ol9 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 288)l

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung
Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029 (Lembaral Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2O10 Nomor 1, Tambahan Lembaran
I-\^^-^L fr-^,,:-^: I ^--,,-- \r^-^- 2/ 6,1 ^^t-^^^:-^-^ j^l^r-ri(riir.ji \, ivi, i'U iiiiBiiiiiiiiji:i Lciiiii
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2O10 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah provinsi Lampung
Tahun 2009 Sampai Dengan 2029 (I.embaran Daerah provinsi
Lampung Tahun 20 19 Nc:nor I 2, Tanbahan l-emba:.cn Daerah
Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019);
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Menetapkan

MEMUTUSXAN

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEr{INGKATAN KUALITAS
TER}IADAP PERUIIIA}IAN KUMUH DAN PERIUUI(IMAN KUIUUH
YAI{G TERINTDGRASI.

BAB I
XEfENTUAIT UTUU

Pasd I
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Pusat ada-lah Presiden Republik Indonesia yang

inpr?rp<rancr lrclrrrasaan netncrinfahan t1p<rara Penrrtrlilr
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Bupati atau Wali
IZ^+^ L--^-+^ D^-^nal-^+ ,l^^-^r^ --1-^-^: r.--..- -^-"^lrrvt4 vve!1!4 r vrqrr6A<41 salrqr l/vrrJ vrerr66or cur
pemerintahan daerah di Provinsi Lampung.

4. Kabupaten/Kota adalah daerah otonom dalam Provinsi
Lampung yang dipimpin oleh Wali Kota/bupati.

5. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah
ttovrnsr Lampung sebagar unsur penyelenggaraan
pemerintahan Provinsi Lampung.

6. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

yang selaniutnya disingkat Dinas PKPCK adalah peranskat
daerah pada Pemerintah Provinsi yang membidangi urusan
perumahan rakyat dan Kawasan permukiman.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
nemerintahan daerah vano disetrrjrri oleh dewan perwakilan
rakyat.

9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD
adalah badan usaha yang didirikan oleh pemerintah daerah
yang modalnya sebagian besar/seluruhnya adalah milik

10. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut adalah
Badan Usaha Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh
Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha,
memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan
---il.-l-a:C.^^ -^---^l:^l-^- 

:^^^ -^l^--^-^- l-- I -+-.. :^-:-PruuLr11'Lulr.ra, ur(.rrJ Lur€LrlcLrr Jas€r lJEtd.J d-rra.Ll, tL4tL I atau Jc.(iis
usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat Desa.

11. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN
adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar
mooalnya ormrllKl oren negara mel€uul penyertaan secara
langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

12. Evaluasi merupakan proses analitis menggunakan metodologi
ilmiah untuk melihat apakah sebuah intervensi kebijakan
berupa program dan kegiatan mengakibatkan output atau
hasll tertentu.



4-

13. Integrasi merupakan pembauran atau penyatuan dari unsur-unsur yang
berbeda sehingga menjadi kesatuan yang utuh.

14. Permukiman Kumuh adalah Permukiman yang tidak layak huni karena
keticiakteraluran bangunan, tingi<at kepatiatan bangunan yang iinggi, darr
kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.

15. Permukiman kumuh kewenangan provinsi adalah permukiman kumuh dengart
luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan dibawah 15 (lima belas) ha.

1 e lz^'l^L^-^-: ^l^l^L L--+"1- ;-+^-61--; l:aaitraoa A-^ l -+-,, l-a.;^-^i-6 L-l.^--

parlemen yang terkait baik lembaga internasional, dunia usaha, maupun
masyarakat yang terlibat secara langsung dan/atau tidak langsung yang
menerima akibat dan manfaat.

17. Lembaga pemerintah Non Struktural adalah lembaga yang dibentuk untuk
membantu tugas pemenntah daera-fr dalam melaksanakan tugasnya terutarna
untuk merespon, tuntutan atas penerapan good gouernartce, melaksanakan
fungsi khusus yang tidak dapat dilaksanakan secara reguler yang memerlukan
penang€rnan secara independen diluar struktur pemerintahan.

18. Lembaga swadaya masyarakat adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh
perorang€rn ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberlkan
pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh
keuntungan dari kegiatannya.

19. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh
masvaralat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak,
kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan.

20. Penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi
merupakan peningkatan kualitas kawasan perumahan dan permukiman yang
tidak memenuhi kriteria dengan melibatkan berbagai pihak sehingga menjadi
^,.^+,- l-^^^+,, - !'^-- rt+trl^o.rqlu 

^!u.r!u<ur PUr1<ur54r<ur JorrS gtulr.

21. Penentuan lokasi adalah pemilihan lokasi penanganan.

22. Penyrrsunan dokumen teknis adalah penyusun€rn dokumen yang akan menjadi
acuan pelaksanaan kegiatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah secara
lengkap, sesuai standar teknis dan neraturan 5rang herlaku.

23. Pihak ketiga merupakan badan usaha yang ditunjuk untuk melaksanakan
pekerjaan sesuai dengan kualifftasi yang dipersyaratkan.

24. Rencana Pencegahan dan Peningkatan merupakan dokumen rencana yang
memuat prohl dan arahan dan pedoman penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh.

25. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh
merupakan dokumen rencErna aksi penanganan dan pencegalran permukiman
kumuh perkotaan dengan lingkup/ skala kabupaten/kota, kawasan, dan
linclrrrnoan r/.rto \ran(, hprsifal- trrpnrrehrrrrh llzntnne rcnsifl dan fernadrr fidalz

J *__O J *__O

hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup
juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/
pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

26. Rencana Tata Ruang adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.

27. Sosialisasi merupakan upaya menyampaikan informasi yang ditujukan kepada
kelompok target atau individu agar mereka memperoleh pemahaman, timbul
kesadaran, menerima, dan a}hirnya memanfaatkan informasi tersebut.

28. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan
L,,-.: ^-
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Pasal 2
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan landasan upaya
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
terin tegrasi den gan men gedepankan kon sep kolahora si.

Pasal 3
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
a. peningkatan kualitas terhadap kumuh dalam mewujudkan perumahan dan

kawasan permukiman yang layak huni dalam linskunsan yang sehat. aman.
serasi, dan teratur;

b. menciptakan kolaborasi dalam lingkup integrasi penanganan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh di Provinsi Lampung; dan

c. Peraturan Gubernur ini memberikal pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam
menginteqrasikan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

RUAITG LIITGKIIP
Pssd 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Gutrernr:r ini meliputi:
a. kriteria dan tipologi perumahan dan permukiman kumuh;
b. persiapan dan perencanaan;

c. pelaksanaan;

d. pengawasan;

e. evaluasi dan keberlanjutan;
f. pendanaan;
g. kerjasama, peran masyarakat, dan kearifan lokal;

h. penghargaan; dan
i. ketentuan lain-lain

BAB II
KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Ilriterla Perumahaa Kuouh daa Permu&lman Kuriuh

Pasal 5
(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria yang

li-.nal:oa 'r-tr1l' i--6a-f"l.-- L^-,{.i-.i I.-1^'-.'L-- n4/i^ srrd+rr nanrh4h.n ,long.bqrrqr.!r

permukiman.
(21 Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
a. bangunan gedung;
b. jalan linghrngan;
c. penyediaan air minum;
d. drainase lingkungan;
e. pengelolaan air limbah;
f. pengelolaan persampahan; dan
g. proteksi ketrakaran.

Pesd 6
Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup:
a. ketidakteraturan bangunan
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b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan
rencana tata ruang; dan/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

Patd 7
Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayal (21 huruf b mencakup:
a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan Perumahan atau

rt^---.1-:-^-. A^^ I ^+^---uarr/ qLcrq,

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

Pasal 8
Kriteria kekumuhan ditinjau dari sistem penyediaan air minum sebagaimana
dlmaksucl pacla Pasal 5 ayat (2) huruf c mencakup:
a. akses aman air minum tidak tersedia; dan/atau
b. kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

Pasal 9
Kntena kekumuhan dltrnJau dan dramase lmgkungan se bagamana d1maksud pada
Pasal 5 ayat (21 huruf d mencakup:
a. drainase lingkungan tidak tersedia;
b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga

menimbulkan genangan; dan/ atau
c. kuaiitas konstruksi cirainase iingi<ungan buruk.

Pasal 10
Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud
pada Pasal 5 ayat (2) huruf e mencakup:
a. slstem pengelolaan arr llmbah trdak memenuhl persyaratan teknrs; dan/atau
b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pasal 11
Kriteria. kek-r-mr,r-han ditiaj3-r.r- dan pengelola,an persampa.ha.n seba.ga.imaoa ctimal<sr-r.r:l-

pada Pasal 5 ayat (21 huruf f mencakup:
a. prasarana dan Sarana persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis;

dan/atau
b. sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan teknis.

Pagal 12
Kriteria kekumuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada
Pasal 5 ayat (21 huruf g mencakup:
a. Prasarana proteksi kebakaran tidak tersedia; dan
b. Sarana proteksi kebai<aran ticiak tersedia.

Bagian Kedua
Tipologl Perumahaa dan Per:muklrrlan Kunuh

Pasal 13
(U Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan

pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan atas
letak lokasi secara geografis.
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(21 Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), terdiri atas:
a. di atas air;
h. di tepi air;
c. di dataran rendah;
d. di perbukitan; dan/ atau
e. di daerah rawan bencana.

Ketentuan mengenar kfltena
perundang-undangan.

Pasal 14
dan tlpologr sesual dengan ketentuan peraturan

BAB III
PERENCANAAN

Perencanaan Penangaaaa
Pasal 15

Perencanaan penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan
melalui tahap:
a. persiapan;
b. survel;
c. penJrusunan data dan fakta;
d. analisis;
e. penyusunan konsep peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman

kumuh yang terintegrasi

Pasal 16
Persiapan

Persiapan sebagaimana yang dimaksud daiam Pasal 15 huruf a meliputi:
a. sosrahsasl;
b. penentuan lokasi; dan
c. pengumpulan isu dan permasalalran.

Paaal 17
(Il Sosla]lsast sebagalmana drmaksud pada Pasal 16 hurul a dtlakukan kepada:

a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah;
c. Lembaga swadaya masyarakat;
d. Lembaga pemerintah non strulrtural;
e. ttUMN;
f. BUMD;
g. Badan Usaha Milik Desa;
h. Organisasi kemasyarakatan; dan
i. Badan usaha milik swasta yang berbentuk perseroan atau koperasi.

(21 Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada pasal 16 huruf b berada pada
perumahan kumuh kewenangan provinsi yang telah ditetapkan oleh
Bupati/wali Kota berdasarkan hasil verifi kasi oleh pemerintahprovinsi.

(3) Pengumpulan isu da, permasalahan sebagaimana dimaksud pada pasal 16
hi,ii-.if c melibatkan seluiiih pihak yang terlibat ,Ja]am penanga;:,-an perumahan
kumuh.
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Pasal l8
Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh merujuk pada dokumen perenc€rnaan yang disusun oleh
Kahr rnaten / Kota

Pa3d 19
Dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 meliputi:
a. Masterplan penanganan permukiman kumuh;
b. Actton piarn penanganan permuloman i<umuh;
c. Detdl. engineeing design dan rencana anggaran biaya penanganan permukiman

kumuh;
d. Rencana teknis lainnya; dan
e. Dokumen terkait legalitas tanah dan status penguasaan tanah.

BAB TV

PELAKSANAAN
Pasal 2O

(1) Pelaksanaan sebagaimana Pasal 4 huruf c terdiri dari:
a. Kegiatan peningkatan kualitas perumahan beserta prasarana, sarana dan

utilitas umum secara terintegrasi;
b. Kegiatan ekonomi yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan

peningkatan penghidupan masvarakat: dan
c. Kegiatan sosial yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas masyarakat,

peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta kegiatan lain yang
bertujuan untuk penanganzrn pemmahan kumuh dan permukiman kumuh.

(21 Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan
r-^r^1-^-^^: ^-+^-^ D^-^-:-.^L r}-^^. Tt^-^-:-.^l- n^^-^L fa^|L--^^t^^ lfa^+^iiuiauuraj.iji arracua r Lrrrvrurrd,rr I r.lsa!, r !rr(-rlrr(clrl lJar.r.Lrr r\d(,lryd.lurr/ rwlat

Pihak Swasta, Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Non Pemerintah
lainnya.

(3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hingga Kawasan
Kumuh mencapai kriteria Permukiman dan Perumahan layak huni.

BAB V
PENGAWASAlT

Pasal 21
( I) Pengawasan sebagarmana dlmaksud pada Pasal 4 hurul d merupakan tlndakan

yang dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga tercapainya tertib
penyelenggaraan dan hasil pekerjaan.

(21 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
a. memeriksa dan mempelaiari dokumen untuk pelaksanaan konstruksi vanq

akan dijadikan dasar dalam pengawasan peke{aan di lapangan;
b. mengawasi pemakaian bahan, peralatan dan metode pelaksanaan, serta

mengawasi ketepatan waktu, dan biaya pekerjaan konstruksi;
c. mengawasi pelaksanaan pekedaan konstruksi dari segi kualitas, kuantitas,

..!rr !airr -^-^^-..i.n ,.^r,,-^ /-^^r:^^^: fi^:l-.y\,aauap<uq,rr v vr'qlur?/ I vciir-ii-i iisi\,

d. mengumpulkan data dal informasi di lapangan untuk memecahkan
persoalan yang terjadi selama pelaksanaan konstruksi; dan

e. men5rusun daftar kekurangan sebelum serah terima hasil pekerjaan.
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BAB vI
EVALUASI DAN I(EBERLANWTAN

Bagiaa kesatu
Erratuast

Pasal 22
(1) Evaluasi dilakukan oleh Dinas PKPCK dengan melibatkan Pemerintah

Kabupaten/ Kota dan peran masyarakat;
(.21 Evaluasi penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh

terintegrasi dilaksanakan dengan terdiri dari:
a. verifikasi kawasan Perumahan kumuh dan Permukiman Kumuh; dan
b. pemanfaatan hasil dari program.

Bagian Kedua
Kcberlaqlutan

Pasal 23
(1) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e merupakan upaya

menjaga kondisi perumahan dan permukiman yang layak huni.

lat n eDeI lalirJ uadrr sEuaEirlluralla uu.tr.tllsu(l Paua alill 11, rusuPulr.
a. Pengembangan kapasitas masyakarat; dan/ atau
b. pemeliharaan dan pengembangan inovasi kegiatan.

(3) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 didampingi oleh
Pemerintah Kabupaten/ Kota.

BAB VII
PENDANAAN

Pz*t24
(Il Pendanaan Oiiat<ukan secara koiaborasi dalam penanganan Peruma,han Kumuh

dan Permukiman Kumuh Terintegrasi.

(21 Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber dana lainnva sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

(3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dialokasikan
untuk penarganan satu perumahan kumuh dan permukiman kumuh hingga
mencapai kriteria layak huni.

BAB VIII
PENGIIARGAAN

Pasal 25
(l ) Pemerintah Provin si dapat memherikan oenghargaan kenada setian

orang/badan usaha/desa, badan hukum, dan/atau perkumpulan yang secara
nyata berperan serta aktif da-lam pelaksanaan penanganan perumahan kumuh
dan permukiman kumuh yang terintegrasi.

(21 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Fiagaur,
b. Program lanjutan; dan/ atau
c. Penghargaan lain sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

(3) Mekanisme pemberian penghargaan diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis yang al<an ditetapkan oleh Kepala Oinas FXpCK.



BAB IX
XEfENTUAN LAIIT-LAIN

Pasal 26
(ll Penanganan perumaflan kumuh dan permuloman kumuh yang tenntegrasl

dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

l2l Pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
terrntegrasr dapat dllakukan oleh plhak ketrga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi tercantum dalam Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas
PKPCK.

BAB X
PEITUTUP

Pa;aa|27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tangga-t -tB - 9 - '20'23

GUBERNUR LAtrIPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
padatanggal 18 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH PROVINSILAIUPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR 28
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BAB f,X

KETEilTUAN LAIN-LAJIY

Pasal 26
(1) Penalganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang terintegrasi

dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal yang berlaku pada
masyarakat setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(21 Pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
terintegrasi dapat dilakukan oleh pihak ketiga.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh yang Terintegrasi tercantum dalam Petunjuk
Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas
PKPCK.

BAB X
PTIIUTUP

Pa.el27
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18-9 - 2023

GUBERNUR LADIPUITG,

ARINAL DWNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung
padatanggal 18 - 9 - 2023

SEKRETARIS SILAMPUNG,

FAIIRIZAL

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023 NOMOR..28


